
[ SALINAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN

NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG
/

SISTEM DANPROSEDUR TRANSAKSINONTUNAl

UNTUKPENGELOLAANKEUANGANDESA

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

a. bahwa untuk tertib administrasi pengeloIaan keuangan di

Desa, perlu mengatur tentang Sistem dan Prosedur Transaksi

Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem

dan Prosedur Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan

Keuangan Desa;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali diubah,

terahir dengan peraturan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2019 Tentang perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terahir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6206);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur sebagai Wakil

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 6224);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

ten tang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

12. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 ten tang Pengelolaan

Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 88);

13. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pengelolaan

dan Kodefikasi Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2020 Nomor 55);

14. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pengadaan

Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2020 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAl UNTUK

DESA.

SISTEM DAN

PENGELOLAAN

PROSEDUR

KEUANGAN

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin.
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3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Derah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, Selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danl hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelengaraan urusan

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintah Desa.

8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan

tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa berkedudukan sebagai

unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas

sebagai koordinator Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa.

10. Kepala urusan Keuangan yang biasanya disingkat Kaur

keuangan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai

unsur pimpinan staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas

Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang se1anjutnya disingkat

BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga

yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan secara

demokratis.

12. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh

Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
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Permusyawaratan Desa.

13. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat perkades

adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan

bersifat mengatur.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang

dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban Desa.

15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanakan, penatausahaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

16. Rencana KeIja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut

RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun.

17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut

APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah

Desa.

18. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas

Desa.

19. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas

Desa.

20. Pendapatan adalah semua penenmaan Desa dalam 1 (satu)

tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu

dikembalikan oleh Desa.

21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan

kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak

akan diterima kembali oleh Desa.

22. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun anggaran berikutnya.

23. Pemegang Kekuasaaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang

selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau

sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunym

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan

keuangan Desa.
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24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya

disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan

pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala

Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang

Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan

Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran

Desa dalam I (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat

DPA adalah dokumen yang membuat rincian setiap kegiatan,

anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana

untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan

yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya

disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan

rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana

penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan

berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubah an

ABPDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APDesa.

28. Dokumen Pelaksanakan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya

disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan,

anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan

lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun

anggaran sebelumnya.

29. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut

dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk

memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik

dilakukan melalui swakelola dan/ atau penyedia barang/jasa.

30. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK

Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan

arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana

dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran

berdasarkan DPAyang telah disagkan oleh Kepala Desa.

31. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP

adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan

pengadaan barang dan jasa.
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32. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah uang

dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan

instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

(APMK),cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya.

33. Tanda bukti Penyetoran adalah tanda bukti transaksi setoran

yang dilakukan oleh penyetor.

34. Tanda bukti pembayaran adalah tanda bukti transaksi
pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang membayar.

Pasal2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa; dan

b. sistem dan Prosedur Transaksi secara non tunai pad a

pelaksanaan APBDesa.

Pasal3

(1) Peraturan ten tang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

Desa dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Desa

dalam pengelolaan keuangan Desa dan pembayaran non tunai

pada pelaksanaan APBDesa.

(2) Tujuan peraturan ini untuk memberikan pedoman secara

teknis bagi Pemerintah Desa dalam pelakanaan transaksi non

tunai pada pelaksanaan APBDesa.

BABII

SISTEMDANPROSEDUR

PENGELOLAANKEUANGANDESA

Pasal4

(1) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa

meliputi :

a. penyusunan Perdes ten tang APBDesa;

b. evaluasi Perdes ten tang APBDesa;

c. penyusunan DPA/DPPA Desa;
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d. penyusunan RAKDesa;

e. realisasi pengeluaran penyedia barang (definitif)

f. realisasi pengeluaran swakelola (panjar)

g. realisasi pertanggungjawaban pengelolaan swakelola

(panjar)

h. pelaporan APBDesa Semester Pertama; dan

I. Pelaporan pertanggungjawaban APBDesa akhir tahun.

(2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa

dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)

sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB III

SISTEM DANPROSEDUR TRANSAKSINONTUNAl

PELAKSANAANAPBDESA

Bagian Kesatu
Pelaksana Transaksi Non Tunai

Pasal5

(1) Pelaksanaan transaksi non tunai dalam pelaksanaan

APBDesa dilaksanakan berdasarkan asas :

a. efisiensi;

b. keamanan; dan

c. manfaat.

(2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berorientasi pad a minimalisasi penggunaan waktu, tenaga

dan biaya.

(3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b merupakan jaminan atas keamanan kepada semua pihak

yang berkepentingan dalam pelaksanaan transaksi non

tunai.
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(4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan manfaat bagi kepentingan Desa dan semua pihak

yang berkepentingan dalam pelaksanaan transaksi non

tunai.

Pasal6

Transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBDesa meliputi

seluruh transaksi penerimaan Desa dan pengeluaran belanja

Desa.

Bagian Kedua

Sistem dan Prosedur Penerimaan Desa

Pasal 7

(1) Setiap penerimaan Desa wajib dilakukan dengan penerimaan

non tunai.

(2) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui bank/kantor pos langsung ke Rekening

Kas Desa.

(3) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan melalui Kaur keuangan ke Rekening kas Desa.

(4) Bukti penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada

ayat ayat (2) diadministrasikan oleh Kaur Keuangan dan

dicatat dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank dan

Buku Pembantu Penerimaan.

(5) Rincian sistem dan prosedur Penerimaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Sistem dan Prosedur Pengeluaran Belanja Desa

Pasal8

(1) Setiap pengeluaran belanja Desa wajib dilakukan dengan

pembayaran non tunai.
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(2) Belanja Oesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Oesa;

b. belanja penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Oesa;

c. jaminan sosial Kepala Oesa, Perangkat Oesa dan Badan

Permusyawatan Oesa (BPO);

d. tunjangan Badan Permusyawatan Oesa (BPO);

e. insentif Guru Pendidikan Anak Usia Oini (PAUO),Ketua

RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),

Linmas, Imam Mesjid, Marbot, Ustad/ustazah

f. belanja jasa honorarium tim yang me1aksanakan kegiatan

misalnya honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK)dan Kader

Pemberdayaan Masyarakat Oesa (KPMO), dan honor

lainnya;

g. belanja Jasa honorarium pembantu tugas umum

desa/Operator Oesa

h. belanja kursus/pelatihan;

1. pengadaan barang/jasa yang sejumlah paling sedikit

Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

(3) Transaksi pengeluaran be1anja secara non tunai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :

a. upah tenaga kerja pad a kegiatan swakelola;

b. pengeluaran belanja perjalanan dinas;

c. pengadaan barang dan jasa yang berjumlah dibawah

Rp.I.OOO.OOO(satu juta rupiah);

d. pembayaran pajak kendaraan bermotor.

(3) Kaur keuangan menYlmpan bukti pengeluaran belanja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta

dicatat dalam buku kas umum dan buku pembantu kas

umum.

PasaI9

Setiap orang yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 8 ayat (2) wajib memiliki nomor rekening di bank dan

menyampaikan nomor rekening terse but kepada Sekretaris Oesa

melalui Kaur Keuangan.
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Pasa! 10

(1) Prosedur transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana

dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke Rekening

Penerima; dan/atau

b. Pengeluaran.

(2) Transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang

sah sesuai transaksi.

(3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesual

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat

pengesahan dari Kepala Desa setelah diverifikasi oleh

Sekretaris Desa dan pihak yang bertanda tangan

bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari

penggunaan bukti dimaksud.

(5) Rincian sistem dan prosedur pengeluaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

BABIV

PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati melakukan pembinaan implementasi non tunai pada

Pemerintah Desa.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan

oleh Organisasi Perangkat daerah yang membidangi urusan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dibentuk Tim Pembinaan.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

fasilitasi perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman

antara Pemerintah Desa dengan pihak Perbankan, menyusun

-11.



rencana aksi atas pelaksanaan implementasi transaksi non

tunai serta tugas lainnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas tim

sebagai dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasa! 12

(1) Pengawasan atas sistem dan prosedur pelaksanaan peraturan

Bupati ini dilakukan oleh Camat dan Aparat Pengawas

Internal Pemerintah Daerah.

(2) Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

(3) Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah

dilaksanakan melalui Pengawasan Rutin dan Pemeriksaaan

khusus.

BABV

KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 13

Implementasi transaksi non tunai da!am pelaksanaan APBDesa

dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan

kesiapan fasilitas perbankan.

BABVI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 8 September 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DOD! REZA ALEX NOERD!N

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 8 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 110
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RO
NIP
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A. PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA

LAMPlRAN I PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOM OR : 110 TAHUN 2021
TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKSI NON TUNAl

UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NO Kegiala. Pelabanl Mutu Baku Kot

Sekretari!J Des. Kepala Den BPD Kelengkapa. W.ktu Output

I 2 3 4 5 6 7 8 9

I Menyusun Rancangan Pcraturan Dokumen RPJMDesa dan I Bulan Dokumen Rancangan Peraturan
Desa lentang APBDesa RKPDesa Desa tentang APBDesa

TIDAK

2 Menyetujui dan Menyampaikan Dokumen Rancangan I Hari Dokumen Rancangan Peraturan
Rancangan Peraturan Desa Tentang Peraluran Desa lentang Desa tenlang APBDesa yang
APBDesa APBDesa lelab diselujui Kopala Desa

TIDAK

3 Mcnyetujuil Tidak Menyetujui Dokumen Rancangan 1-3 lIari Dokumen dan Berita Acara Apabila Rancangan Peraturan
Rancangan Peraturan Desa tentang > Peraluran Desa tentang Persetujuan Rancangan Desa tcntang APBDesa tidak
APBDesa YA APBDesa yang telab Peraturan Desa lentang disetujui, maka Kepala Desa

disetujui Kepala Desa APBDesa menetapkan Peraturan Kepala
YA Desa untuk Pelaksanaan

APBDesa

4 Menerima Rancangan Peraturan Dokumen Rancangan 3Hari Dokumen Rancangan Peraturan Disampaikan Kopada Camal
Desa lenlang APBDesa lIasii Peraluran Desa lenlang Desa tenlang APBDesa uotuk mendapatkan Evaluasi
Persetujuan BPD APBDesa yang lelab

diselujui BPD
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B. PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA MENJADI PERATURAN DESA TENTANG APBDESA

No Ktgiatan Mutu B.ku Krt

KrpalaOna Stkrdaris Dna BPD Kclcngup.n Waldu Output

I 2 J 4 5 8 9 10 11

I Menerima Rancangan Peraturan Desa Dokumen Rancangan Perdes I hari Rancangan Pcrdes APBDesa Hasil
tentang APODesa dan Memerintahkan APBDesa Evaluasi camat
Sel.Tetaris Desa Memperbaiki Rancangan
Peraluran Desa tentang APBOesa hasil
evaluasi Carnal

2 Menerima. memperbaiki dan mcnyusun Rancangan Perdes APBDesa l5hari Rancangan Perdes APBDesa Hasil
kembali rancangan~rancangan Peraturan Hasil Evaluasi Carnal EvaJuasi Carnal yang telah
Desa tentang APBDesa direvislldiperbaiki

3 Menerima, Finafisasi Rancangan Peraturan Rancangan Perdes APBDesa I hari Surat Pengantar untuk pembahasan
Desa tentang APBDesa dan menyampaikan Hasil Evaluasi Carnal yang lelab dan rancangan Perlles APBDesa Hasil
kepada BPD direvisildipcrbaiki Evaluasi Carnal yang le1ah

direvisildiperbaiki
T1DAK

4 Membahas Rancangan Peraturan Desa Rancangan Pades APBDesa I hari Keputusan dan Berita Acara
tentang APBDesa Hasil Evaluasi Camal Basil Evaluasi Carnal yang telab Persetujuan Rancangan Peraturan

direvisildipcrbaiki Desa tenlang APBOcsa

VA
5 Mcnandatangani dan memerintahkan Naskah Perdes APBDesa 1 hari Naskah Perdes APBDesa yang lelah

Sekretaris desa untuk mengundangkan I I ditandatangani kepala Desa
Pcraturan Dc:sa ,

6 Mengundangkan dalam lembaran Desa Naskah Perdes APBDesa yang I hari Dokumen Perdes tentang APBDesa
telah ditandalangani Kepala Desa
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C. PENYUSUNAN DPA I DPPA Desa

No Krgialan Mutu Baku Krt

Kcpala Desl Mm •• ris Dua Klur dan KIIlIPel.kuna Krlcngbpan W.ktu Output
KrgI.lan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Memerintahkan Pcyusunan OPA I DPPA Dokumen PeTdes APBDesa t hari SUral Penntah Pen~unan
DPNDPPA

2 Men)'lSun Rancang8J1 DPA I DPPA Dokumen APBDesa dan Sural 6 Ilari Kelj. R8J1eang8J1DPNDPPA
Perintah Penyusunan
DPNDPPA

3 Melakukan Verifikasi Rancangan OPA I DPPA YA / TIDAK R8J1eang8J1DPNDPPA IS Hari Kerja R8J1eang8J1DPNDPPA Y8J1g

V telah diverifikasi

4 Menyetujui dan Menandatangani OPA I DPPA R8J1eang8J1DPNDPPA Y8J1g I Hari OPA yang telah ditandatangani Bah8J1 UnlUk
telah diverifikasi KepaJ. Des. Penyusunan RAK

dan Pelakslln88J1
Kegiatan
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D. PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN KAS (RAK)

Mutu Baku

NO Kea:Jatan KaurKeuanpn Sek ••••• r1. Deso Kopala Deso Kelerckapan Waktu Output Kot

1 2 3 4 8 9 10 11

1 Menyusun Rancangan RAK OPA Kasi dan Kaur 3 Harl DrahRAK

I 1--
2 Melakukan VerifJkasl TIDAK Draft RAK 1 Han Draft RAK yang telah dlverifikasi

Rancangan RAK -~ Sekdes'",
3 Menyetujui dan YA Draft RAK yang telah diveritikasi Han Dokumen RAK Bahan pengendaliam kaur

Menandatan,anl Rancangan ••• I Sekdes keuangan dalarn penerimaan
RAK " dan pengeluaran keuangan Desa
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E. REAlISASI PENGELUARAN PENYEDIA BARANG IDEFINITIF I

NO Keglatan MutuBaku

Penyedla Kasl dan KIIur Kaur keuanpn Sekretarts Desa Kepala Desa Kelenskilpan Waldu Output Ket

Barana

1 Z 3 4 5 6 1 8 9 10 11

1 Membuat Surat Permlntaan Pembayaran Perdes APBDesa dan OPA 1 Harl Surat Permintaan

(SPP) I Pembayaran (SPP)
II""

Z Membuat Verlfikasl Sural Permlntaan

T10Nl..,/

Sural Permlntaan Pembayaran 1 Harl Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) (SPP) Pembayaran (SPP) yang- telah diverifikasl Sekdes

3 Menyetujul SUrat Permintaan Pembayaran VA Surat Permintaan Pembayaran 1 Hart Surat Permintaan

(SPP) dan Memerlntahkan Pembayaran -- I ISPP) yang telah diverffikasl Pembayaran (SPP) yang
-I

Sekdes telah dlsetujul kepala

de••

4 Melakukan Pencalran Surat Permlntaan Sural Permlntaan Pemhayaran 1 Harl Ookumen Pencalran SPP

Pembayaran (SPP), Melakukan pembayaran (SPP ) yang telan disetujul

dan mencatatnya dalam Buku Kas Umum I I- kepala Desa

dan Buku Pembantu Pajak ~

5 Menerlma Pembayaran Dokumen Pentairan SPP 1 Han Jumlah uang yang di

0 terlma
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F. REAUSASI PENGELUARAN SWAKElOLA ( PANJAR )

NO

1

1

2

3

Keel.tan

2

Membuat Surat Permintaan
Pembayaran(SPP)

Membuat Verifikasl Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)

Menyetujui Surat Permlntaan Pembayaran
(SPP) dan Memerintahkan Pembayaran

Kasldin bur

4

Kaur Keuanlan

5

Sekretarfs Desa

6

nOAK

VII;

Kepala DHII

7

ICelenakapan

8

Peraturan Desa • Peraturan

Kepala Desa • OPA/DPPA

Per-ituran Desa • Peraturan
Kepala Desa .DPA!OPPA. spp

spp yang Sudah di veriflkasl
Sekdes

Mutu Baku

Walrtu

9

1 Hatl

1 Hari

1 Harl

Output

10

Surat Permlntaan Pembayaran

Surat Permintaan pembayaran

yang sudah dlverifikasi

Sural Pemerlntahan
Pembayaran yang sudah
disetujul

Ke.

11

Kebutuhan belanja 20 harl ke

depan untuk melaksanakan

kegiatan dan angaran

4

5

Melakukan Pencairan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP). Melakukan pembayaran

Menerima Pembayaran
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Surat Permintaan Pembayaran

yang sudah dl setujuJ

Pencairan Spp

1 Hart

1 Hart

Pencairan SPP I Dl catat dalam buku kas umum

Bukti penerlmaan pembayaran I Selaku pengguna Anggaran dan

mencatatnya dalam Buku

pembantu Kegiatan



G. REALISASI PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLAAN SWAKELOLA (PANJAR)

NO

1

1

2

Keglatan

2

Menyampaikan Laporan Pertanggung

jawaban pelaksanaan keglatan dan

angaran.

Melakukan veriflkasl Laporan
Pe~nggungJawaban

leas' dan Klur

4

KaurKeuanlln

5

Sekretaris Desa

6

IOAK

Kepala Den

7

Kelenskapan

8

Bahan Bahan Duktl
Transaksl

Buletl Transaksl

Mutu Baku

Waktu

9

7 Harf

1 Har!

Output

10
Buleti Transaksl

BulctlTransaksi yang sudah
dl verifikasl

Ket

11

Apabila terdapat sisa leas. harus
dikemballkan kepada kaur

keuangan

3

4

Menyetujul dan menerima Laparan
Pertanggung Jawaban

Menyetujul buktl-bukti pertanggung
jawaban

VA
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BulctlTransaksl yang
sudah dl verifikasl

Buktl Transaksl yang

sudah di setujui

1 Harl

1 Han

Bukti Transaksi yang sudah
di setujui

Dokumen Laporan
Pertanggungjawaban

Dicatat dalam buku leas umum
dan buku pembantu leas pan;ar
dan pajak



H. PELAPORAN APBDESA SEMESTER PERTAMA

Mutu~ku

NO
_.

teas( dan Klur Sebtarts DeN! KepalaOew c.mat ...." Mentri O.lam Nqert lCe4e1\ibpan w••••• Output 'ot

1 2 3 • • • I• n

1 Menyampalkan ~poran ReallQsl Buku kas ~m~ntu Ieglatlln 7 Hart Lapof'an realtsasJ
Pelabanaan Kegla~n dan Angaran I pelaksanaan kegiatan

dan anggaran

2 Menghubung1can 5efUfuh Laporan upotan Realisast Pelaksanaan Kegtatan tHari Rekapltulasi Laporan
RealisasJ Pelaksal'laan APBDeu dan Angaran realls.illil pelabanaan
Semester Pertamll I - keilataan dan ilf\llaritfl

"' no••

3 M~ma dan Menandatanganl Laporan Reallsni Pelaksanaan Kegl<illtan 1 Han Laponn reallsasl Memptbllkasi
Lapann Pelaksanaan APBDew ;./) dan Anggaran yang sudilh dl setuJul dan dl ~ksanaan k~tan laporan akhlr
seml!Ster Pertama tandatansanl dan angaran yanc: reatlsilsi keglatan

luclah di setuJul dan dl dan a"gaBO
tanda tanganl kepada publlk

• Meoerima dan Meneruskan Lapor.Jn •• l.1poran reallsasl Pelalwinun Kellatan 7 Harl tapa,.." Real1sasS
~naan APBOesa semestM dan anUMiI" yang sudah dl setuJul dan di pelaksanaan kegtatan
Pertama landa tanKilnl diln ilnggariln semester..""'"

5 Menertm.J dan Menyusun Laponn laporilln Realiusl pelak$anun kegliitan 7 Hart Laporilln Reillisasl
KonsuttuJ Pelakun.aan APBDesa dan anl8i1riln vana sudah dl setujul dan dl Pelaksanaan kegiatan
Semester Pertamil I I tandil tanKanl dan iI"IIaran dan

I anBiMiin semester
pertamil

• Menenm.J laporan lConsoUdasl laporan ReallsasJ Pelaksanaan lCegiatan 7 Hart Laporan Reallsasl
PelakYNan APBDesa semester ,, Dan Anggilriln YanKsudah di se1:uJui dan dl pe:laksanaan kegiita:n
pertama tandatansanl dan a,..,aran semester

I I pertama

-8-



I. PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBEDESAAKH1R TAHUN

Mutu Baku Ket

No Keglatan Kasl dan Kaur 5ekretarls Kepala Desa Carnal Bupatl Menten Kelengkapan Waktu Output
Desa Dalam Negerf

1 2 3 4 8 9 10 11
1 Menyampaikan laporan Akh ••• Buku kas Pembantu Kegiatan 7 HArl Laporan Realisasl

Realisasl Pelaksanaan Kegiatan I I Pelaksanaan Kegiaun dan
dan Angaran Anuaran

2 Mengs3bungkan Seluruh I Laporan Realisasl Pelaksanaan 1 Han Rekapitulasl Laporan
Laporan Akhir Realisasl TIDAK Kegiatan dan Annaran Realisasl Pelaksanaan
Pelaksanaan Keglatan dan I I lCeglatan dan Angaran
Angaran

3 Menerima dan menandatanganJ Rekapitulasl Laporan Realisasl 1 Hari Liparan Mempublikaslkan
Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan Keglatan dan PertanuungJawaban L.aporan Akhir Reallsasl
Realisasl APBDesa ••••••• Anuaran APBDesa Akhir Tahun Kegiatan dan Anggaran

Kepada Publlk
4 Menerima dan meneruskan VA Liparan Realisasl Pelaksanaan 1 Han laporan

Liporan Pertanggungjawaban I I lCeslatan dan Anggaran yang Pertanggungjawaban
Realisasl APBDesa sudah dl setujui dan APBDesa Akhir Tahun

ditandatanganl

5 Menerima dan menyusun Liparan Rearisasl Pelaksanaan 7 Han taparan
Lipara" Konsolldasl Kegiatan dan Anuaran yang Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Reallsasl sudah di setuJui dan AP80esa Akhir Tahun
APBllesa dltandantangani

6 Menerlma taparan Konsolidasl Laporan Realisasi Pelaksanaan 7 Hari Laporan
Petanggungjawaban Reallsasi I I Keglatan dan Anuaran yang Pertanggungjawaban
APBllesa sudah di setujul dan APBDesa Akhir Tahun

ditandatanltanl

BUPATI MUSl BANYUASIN

ltd

H. DOD! REZA ALEX NOERDlN
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGJII:lIrHU
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A. PENERIMAAN TUNAl

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOM OR : 110 TAHUN 2021
TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKS1 NON TUNAl

UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

No Kellatan MutuBaku Ket

Plhak Ketlg. I Kaur Keuaoliln Bank Persepsll RKD Ke1enckapan W.ktu Output
Wajlb Setor

1 2 3 4 8 9 10 11

1 Menyetorkan Uang

I
Kelengkapan Yang Harus di bayarkan 1 Harl Jumlah Uang yang harus di

I bayarkan

2 Menerima, mental.t dan Menyetorkan Jumlah Uang yang harus di bayarkan 1 Han Buktl Penerimaan
Uang I I

3 Menerima Seloran. dan Mengeluarkan Sulttl Penerimaan 1H.rl Buldl Setora" Bank
Buletl Setoran I I

4 Menerima Bukti Setoran Buktl Setora" Bank 1 Har! Buldl Setora" Bank Dicatat Oalam Buku Kas

0 Pembantu Bank dan Buku Kas
Umurn
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8. PENERIMAAN NON TUNAl

No Kee1atan MutuBaku Ket

Plhak KeU.a/ Bank Persepsll KaurKeuancan Kelenckapan Waktu Output

Wa)lb Set", RKD

1 Z 3 4 8 9 10 11

1 Menyetorkan Uang Kewajiban Yang Harus dl 1 Hart Jumlah Uang yang harus dl

I J bayarkan bayarkan

Z Menerima dan Mengeluarkan Bukti Setoran Jumlah Uang y31'lR harus di 1 Harl Buktl Setoran Bank

I I bayarkan

3 Menerlma dan Menyampaikan Buletl Buktl Setora" Bank 1 Hart Buldl Setoran Bank
Setoran I

4 Menerima dan Mencatat Bukti Setora" Buktl Setora" Bank 1 Hart Buktl Setora" Bank Oicatat Dalam Buku Kas

I I Pembantu Bank dan Buku Kas
Umum

BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAOolAN HUKUM.
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B. PENGELUARAN DAN PEMBAYARAN UNTUK TRANSAKSI NON TUNAl

Mutu Baku ht

No Kegiatan Kaur dan KasI Sekretarb Desa Kepala Desa Kaur Bank Persepsl Penyedla Kelengkapan Waktu Output
Keuancan Barane dan

Jasa
1 Z 3 4 8 9 10 11
1 ~Jubn SunIlPe'rmlntiNIn~lNyatan (SPPI Pe"\Q/I Dew,Penluran hplllll IKon SunIl Permlnt&lln Pl!mlMy..-.n

Dey' OPA/OPPA, Oo/Iumell

I r no.u Pe~n, BukllTqihan

, ~rtvlkm SuratPMnlnt&llnPem!»yll'lln ISM') <> Slnt Permlnuan ,,",Nyirln IKon Sunil Pftmint&lln Pembrfltlln

'1'.,. Ie"" di V'eriftUii

, MenyutujulSunIlPermlntNn~t.y¥1ln {5PP1 $n VA Sural PHll'l1nt...-. !'emboly.l'I" v're IKon Sul'lll PermInU," ""'~ylran
Memerinuhltall PemUvlratl 1 I tela" dI verMQsl 'IQ••••1e1ah d1lt'tujui ct." dl

"I taflda blrc.nl

• ~kubn PermohonoJn~1nd.ihbuklYn dill Rl(Oke I ~ Permlnboan Pembiiy~n 'IQ"I 1 Harl PendinnSPP

••••••••••• .1 I titlah eliM!lujui Mil dl taf'lda W'C,nl

"I

, Melakuk.in PemincWllulr.uan Pencaitln SPP IKon Bukll Pemlrld,h Iultuan D1Qt.lt dilli1m 8uku lCIosUmum.
.1 I Butr.tBank

I• Ment'rlmau.1'II I .( 8ukt1 """indlh Bultu.n IKon BuItti PenerWnMn DlcaUt d.llllm Buil.U!CI1 Um"""

I Bulcu Bank"l

BUPA11 MUSl BANYUASlN

ttd
H. DOD! REZAALEX NOERDlN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA B~ f1UK
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